
 
 
 

 
KEPUTUSAN  

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

 KABUPATEN PURWAKARTA 

 

NOMOR 

LAMPIRAN 

: 

: 

065/050/PROGRAM/I/2022 

1 (satu) berkas 

 

TENTANG 
 

PEMBENTUKAN TIM  

PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP) 

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022 
 
 

Plt. KEPALA DINAS, 
 
 

Menimban       : 
 

 
 

 
 

 
 

Mengingat       :  
 
 

Bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Komunikasi 

Dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2022, 

perlu membentuk Tim Penyusun Laporan  

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) dengan 

menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas 

Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purwakarta; 

 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 

Kabupaten Subang dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 

31, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2851); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

(RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka         

Menghadapi         Ancaman  yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6485); 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 

Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6042); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6323); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 

15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana PembangunanJangka Menengah 

Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 

2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1540); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 

2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1114); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah (Berita     Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 

2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan 

Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 288); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 249); 

 

 

 



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 

2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi 

Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan 

Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 581); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 

2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita     Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 590); 

25. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 

Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja 

Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 505); 

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa TA. 2021 dalam rangka 

mendukung penanganan pandemic COVID-19 dan 

dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 149); 

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 

Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, 

seri E); 

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-

2025. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 

2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 

236); 

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 

Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-

2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 

2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Barat Nomor 237); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 

Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Pembangunan  dan 

Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 

11); 

 

 

 

 



 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran 

Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 

9); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta 

Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 

– 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta 

Tahun 2021 Nomor 3); 

36. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 240 Tahun 

2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas 

Komunikasi Dan Informatika. 

 

 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan :  

 

PERTAMA : Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) pada Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 

2022; 

 

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Dokumen Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta terdiri 

dari pejabat di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Purwakarta sebagaimana tercantum dalam 

lampiran keputusan ini; 

 

KETIGA : Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 

(LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Purwakarta Tahun 2022 dimaksud dalam dictum KEDUA 

keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh untuk 

berperan serta dalam penyusunan dokumen-dokumen 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta, 

meliputi Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja 

(PK), Laporan Kinerja (LKj Eselon III, IV dan Staf). 

 



 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan  :  di Purwakarta 

Pada Tanggal  : 19 Januari 2022 

 

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

KABUPATEN PURWAKARTA 

 

 

 

 

RUDI HARTONO, S.AP., M.M. 

NIP. 197010231992031007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran : Keputusan Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Purwakarta 

Nomor :   065/050/PROGRAM/I/2022 

Tanggal  :   19 Januari 2022 

 

NO UNSUR / JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM 

1.  Kepala Dinas Komunikasi dan 

Informatika 

Penanggung Jawab 

2.  Sekretaris Dinas Ketua 

3.  Fungsional Perencana Ahli Muda 

Sub Substansi Perencanaan dan 

Pelaporan 

Sekretaris 

4.  Kepala Bidang Informasi dan 

Komunikasi Publik 

Anggota   

5.  Kepala Bidang Teknologi 

Informatika 

Anggota   

6.  Kepala Bidang Aplikasi Informatika Anggota   

7.  Kepala Bidang Statistik dan 

Persandian 

Anggota   

8.  Unsur Staf Anggota Semua Bidang 

 

 

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

KABUPATEN PURWAKARTA 
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